
 

 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR  151  TAHUN 2019  

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  

NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  

KABUPATEN TASIKMALAYA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisien dan efektif kebijakan akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diatur dengan 

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 

34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Tasikmalaya perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3852); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5533); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);     

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah;  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 

TASIKMALAYA. 

 

Pasal I 

Ketentuan Bab II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, dan XVIII 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 34), yang telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Bupati: 
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a. Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 

Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 54); 

b. Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 

Nomor 60); 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

 
 

 Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 12 Desember 2019 

 BUPATI TASIKMALAYA, 

 

ttd. 

 

ADE SUGIANTO 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal  12 Desember 2019 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TASIKMALAYA, 

 

ttd. 

 

IIN AMINUDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 151 

 

 

 

                                    

 

 

 

 


